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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah
Pada Perbedaan Margin Dalam Praktik Pinjaman Modal Usaha
Kecil dan Menengah Studi Kasus PT.Amartha Mikro Fintech
Kecamatan Sukarami Palembang”. Adapun rumusan masalah
dalam penelitian ini sebagai berikut: 1. Bagaimana perbedaan
margin dalam praktik pinjaman modal usaha kecil mikro kecil dan
menengah pada PT.Amartha Mikro Fintech. 2. Bagaimana tinjauan
hukum ekonomi syariah pada perbedaan margin dalam praktik
pinjaman modal usaha mikro kecil dan menengah pada
PT.Amartha Mikro Fintech.Dapat disimpulkan mengenai hasil
penelitian tentang Perbedaan margin dalam praktik pinjaman
modal usaha mikro kecil dan menengah (UKM) bahwa dalam
pratik tersebut yang menyebabkan perbedaan margin antar nasabah
itu ialahtergantung pada nasabah itu sendiri, karena ada beberapa
syarat yang bisa membuat margin itu berbeda antar nasabah.
Kemudian pada PT.Amartha Mikro Fintech ini untuk investor nya
berbeda-beda sehingga itu juga yang menyebabkan perbedaan
margin antar nasabah. Dan mengenai kajian hukum ekonomi
syariah tentang perbedaan margin itu diperbolehkan dengan syarat
berpedoman pada pasal 22 KHES yang harus sesuai dengan rukun
dan syarat akad murabahah.

Kata Kunci : Perbedaan Margin, Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (UMKM), Hukum Ekonomi Syariah
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dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang berpedoman kepada
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pola transliterasi dalam penulisan skripsi Fakultas Syariah

Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No.0543b/U/1987.

1.

Konsonan
Penulisan ‘
Huruf Nama - -
Huruf kapital|  Huruf kecil ‘
' Alif Tidak dilambangkan
< Ba B b
< Ta T t
< Tsa Ts ts
d Jim J j
d Ha H h
d Kha Kh kh
3 Dal D d
3 Dzal Dz dz
J Ra R r
J Zai V4 z
o Sin S
S Syin Sy sy
ua Shad Sh sh
o Dhad Dl dl
b Tha Th th
) Zha Zh zh
g ,,Aln ’ "
¢ Ghain Gh gh
o Fa F f
3 Qaf Q Q
d Kaf K K
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Lam

Mim

Nun

Waw

o 6 |C | |C.

|z =z 2|

lzm|=z| 2

Hamzah

G N J

Ya

=

Vokal

Sebagaimana halnya Vokal bahasa Indonesia, seperti vokal
bahasa Arab, terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan
vokal rangkap (diftong).
a. Vokal tunggal dilambangkan harakat.

Contoh:
Tanda Nama Latin Contoh
| Fathah A i
| Kasrah I &a
j Dhammah U ¥

b. Vokal rangkap dilambangkan dengan gabungan harakat

dan huruf. Contoh:

Tanda Nama Latin Contoh
& | Fathah dan ya Ai i
& Fathah dan wau Au BYEN
Maddah

Maddah atau huruf vokal panjang dilambangkan dengan
huruf dan symbol (tanda). Contoh:

Tanda Nama Latin Contoh Ditulis
ILa Fathah dan A/a j&la | Mata/Rama
=t alif LY




« | Kasrahdan In J Qila

ya
5 Dhammah Ula Sisa Yamiitu
dan waw

Ta Marbutah

Transliterasi Ta Marbuthah dijelaskan sebagai berikut:

1. Ta Marbuthah hidup atau yang berharakat fathah, kasrah
dan dhammah maka translitarasinya adalah huruf g

2. Ta Marbuthah yang sukun (mati) maka transliterasinya
adalah huruf h;

Kata yang diakhiri Ta Marbuthah diikuti oleh kata
sandang al serta bacaan kedua kata tersebut terpisah,
maka Ta Marbuthah itu ditransliterasikan dengan 4.
Contoh:

4@‘11{2&33 = Raudah al-atfal
sopalldaal) = Al-madinah al-Munawarah
Al dujiall = Al-madrasah ad-diniyah

Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid ditransliterasikan dengan
menggandakan penulisan huruf yang bertanda syaddah
tersebut. Misalnya:

W)= Rabbana 0% = Nazzala
gall = Al-hgjj M= Al-birr

Kata Sandang al

a. Diikuti oleh huruf as-Syamsiyah, maka ditransliterasikan
dengan bunyinya, yaitu huruf [I] diganti dengan huruf
yang sama dengan huruf yang mengikutinya. Contoh:
Ndl = As-Sayyidu QIFE = At-Tawwabu
a5 = Ar-Rajulu Sl = As-Syams

b. Diikuti oleh huruf al-Qamariyah, maka ditransliterasikan
sesuai aturan-aturan bunyinya. Contoh:
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Bl Al-Jalal &l Al-badi’u
] Al-Kitab sl = Al-gamaru
Catatan: kata sandang ditulis secara terpisah dari kata
yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-), baik
diikuti huruf as-Syamsiyah maupun al-Qamariyah.
Hamzah
Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hal ini
hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir
kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak
dilambangkan karena dalam tulisannya berupa alif.
Contoh:
UJ-\A G = Takhudziina &l
Gl = Favibing £l
Penulisan Kata

Umirtu
As-Syuhada

Setiap kata, baik fi’il, isim maupun huruf pada dasarnya
ditulis terpisah. Akan tetapi, suatu kata yang didalamnya ada
harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), maka
transliterasi kata seperti itu dirangkaikan dengan kata
setelahnya.
Contoh:

Arab Semestinya Cara Transliterasi
S 18355 | Wa aufi al-kaila Wa auful-kaila
il Je &3 Wa lillahi ‘ala al-nas | Wa lillahi ‘alannas

@ Y Yadrusu fial-  Yadrusu fil-madrasah
Akl madrasah —
Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital sebagaimana halnya yang berlaku
dalam bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf kapital
ditulis untuk huruf awal kalimat, awal nama dan awal nama
tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut didahului
kata sandang al/, maka yang ditulis dengan huruf kapital
adalah huruf awal nama, bukan huruf awal kata sandangnya.
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Contoh:
Kedudukan Arab Transliterasi

Awal kalimat | &udiGse 5a| Man ‘arafa nafsahu

Nama diri YWias by | Wa ma Muhammadun
O illa rasul
Nama tempat aaall Ga Minal Madnatil
Al Munawwarah

Nama bulan  |&baa) s A Hlla syahri Ramadhana

Nama diri LA cad | Dzahaba as-Syafi’i
didahului al
Nama tempat | 4%l ¢ &35 | Raja’a min al-Makkah
didahului al
Penulisan Kata Allah
Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila
kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah
berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf atau
harakat yang dihilangkan, maka huruf awalnya tidak
menggunakan huruf kapital.

Contoh:
Wy = wallahu aé = Fillahi
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah khalifah di muka bumi. Islam memandang
bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah
kepada sang Khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi
kesejahteraan bersama. Untuk mencapai tujuan suci ini, Allah
memberikan petunjuk melalui para rasul nya. Petunjuk tersebut
meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan manusia baik akidah,
akhlak, maupun syariah. Komponen pertama, akidah dan akhlak
yang bersifat konstan. Keduanya tidak mengalami perubahan apa
pun dengan berbedanya waktu dan tempat. Adapun syariah
senantiasa berubah sesuai dengan kebutuhan dan taraf peradaban
umat, yang berbeda-beda sesuai dengan masa rasul masing-
masing.

Oleh karena itu, syariah Islam sebagai suatu syariah yang
dibawa oleh rasul terakhir, mempunyai keunikan tersendiri.
Syariah ini bukan saja menyeluruh atau komperhesif, akan tetapi
juga universal. Karakter istimewa ini diperlukan sebab tidak aka
nada syariah lain yang datang untuk menyempurnakan.
Komperhesif bearti syariah Islam merangkum seluruh aspek
kehidupan, baik ritual (ibadah) maupun social (muamalah).
Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan
hubungan manusia dengan Khalig-nya. Ibadah juga merupakan
sarana untuk mengingatkan secara kontinu tugas manusia sebagai
Khalig-nya. Adapun muamallah diturunkan untuk menjadi rules of
the game atau aturan main manusia dalam kehidupan sosial.
Universal bermakna syariah Islam dapat diterapkan dalam sistem

! Muhammad Syafi’l Antonio, “Bank Syariah Dari Teori Ke
Praktik” (Jakarta: Gema InsaniPressTazkia Cendekia, 2001) .3-5.
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waktu dan tempat sampai hari akhir nanti. Universalitas ini tampak
jelas terutama pada bidang muamalah. selain mempunyai cakupan
luas dan flaksibel, muamallah tidak membeda-beda antara muslim
dan non muslim. Kenyataan ini tersirat dalam suatu ungkapan yang
diriwayatkan oleh Sayyiddina Ali “ Dalam bidang muamlah,
kewajiban mereka adalah kewajiban kita danhak mereka adalah
hak kita.”

Sifat muamalah ini dimungkinkan karena Islam mengenal
hal yang diistilahkan sebagai tsawabit wa mutaghayyirat. Dalam
sektor ekonomi, misalnya yang merupakan prinsip adalah larangan
riba, sistem bagi hasil, pengembalian keuntungan, pengenaan
zakat, dan lain-lain. Adapun contoh variable adalah instrument-
instrumen untuk melaksanakan prinsip-prinsip tersebut. Di
antaranya adalah aplikasi prinsip jual beli dalam modal kerja,
penerapan mudharabah dalam investasi atau penerapan bai’ as-
salam dalam pembangunan suatu proyek. Tugas cendekiawan
muslim sepanjang zaman adalah mengembangkan teknik
penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam variabel-variabel yang
sesuai dengan situasi dan kondisi pada setiap masa.

Kegiatan muamalah pada pandangan Islam tidak hanya
sekedar anjuran semaka takan tetapi lebih dari itu, yaitu sebuah
tuntutan kehidupan dimana memiliki dimensi ibadah. Ajaran Islam
tidak menghendaki umatnya tidup dalam kekurangan dan
keterbelakangan di berbagai bidang, khususnya keterbelakangan
dibidang ekonomi. Karena, kekayaan materi juga merupkan bagian
yang sangat penting untuk kehidupan manusia. Oleh karena itu,
umat Islam selalu diwajibakan menjalankan ibadah untuk bekal
kehidupan diakhirat kelak, dan umat Islam juga diwajibkan untuk
memiliki bekal selama menjalankan kehidupan di dunia ini. Maka
dari itu dalam menjalankan kehidupan kehidupan ini manusia
harus selalu menjalankan semua perintah-perintah Allah Swt, yaitu
beribah serta berusahadalam bekerja dengan rasa optimis yang
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tinggi agar bisa memenuhi semua kebutuhan kehidupan secara
materi dan selalu berusaha untuk menjadi manusia yang kaya akan
amal dan materi. Melalui pertumbuhan perekonomian di Indonesia
diharapkan dapat berkembang dari tahun ke tahun, melalui peran
pemerintah dan pengusaha yang harus terus bersinergi dalam
mengatur roda perekonomian. Adapun salah satu caranya ialah
dengan mendorong UMKM.? Usaha mikro kecil dan menengah
merupakan Kkategori bisnis berskala kecil yang mampu
memberikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia
terutama pada saat kritis ekonomi yang terjadi pada saat tahun
1998 sampai 2000an. Usaha mikro kecil dan menengah dianggap
mampu bertahan pada kritis dimana puluhan perusahaan
mengalami kebangkrutan. Usaha mikro kecil dan menengah ini
sendiri merupakan salah satu bagian terpenting dari suatu
perekonomian negara atau daerah dalam menciptakan suatu
lingkungan usaha yang kondusif. Usaha ini biasanya didirikan atas
dasar inisiatif perorangan.® Apalagi peranan ekonomi dalam
bidang usaha kecil mikro dan menengah di masa modern pada saat
ini dinilai sangat penting bagi pemerintah dan masyarakat karena
kemampuannya untuk dapat berkembang ditengah pertumbuhan
perekonomian di Indonesia. Dalam UU No.20 Tahun 2008 yang
membahas mengenai usaha mikro kecil dan menengah,
bahwasanya usaha mikro kecil dan menengah merupakan
“Perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau
dimiliki sekelompok kecil orang dengan jumlah kekeyaan dan

2 Nurlina, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap

Pemberian Kredit Kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
Studi Kasus, Bank BRI Cabang luyo Kabupaten Polewalimandar”,
(Skripsi S1, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makasar, 2021

3 Adler Haymans Manurung, “Modal untuk bisnis usaha mikro
kecil dan menengah”(Jakarta: PT.Kompas Media Nusantara, 2008) .2.
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pendapatan tertentu”. Sebagai bentuk dari isi pasal 8 UU No 20

Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah, bahwa

pemerintah wajib memperhatikan aspek pendanaan yang

dibutuhkan oleh usaha mikro kecil dan menengah, diantaranya
adalah:*

1. Memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi usaha mikro
kecil dan menengah untuk dapat mengakses kredit perbankan
dan lembaga keuangan bukan bank.

2. Memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas
jaringannya sehingga dapat diakses oleh usaha mikro kecil dan
menengah.

3. Memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara
cepat, tepat, murah dan tidak diskriminatif dalam pelayanan
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

4. Membantu para pelaku usaha kecil dan menengah untuk
mendapatkan pembiayaan dan jasa atau produk keuangan
lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan
bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional
maupun sistem syariah dengan jaminan yang disediakan oleh
pemerintah.

Melalui UU NO 20 Tahun 2008 tersebut menjadi gerbang
bagi terbentuknya akses penyaluran dana kepada usaha mikro kecil
dan menengah dari lembaga perbankan dan lembaga keuangan
bukan bank, serta diharapkan mampu mendorong usaha mikro
kecil danmenengah untuk mengembangkan unit usahanya
sehingga meningkatkan produktivitas, mutu dan daya guna usaha
mikro kecil dan menengah tersebut. Segala bentuk kegiatan usaha
yang terjadi di masyarakat baik pengusaha besar maupun usaha

4 Widiyanto Suryo Wibowo, Yunanto, dkk, “Tinjauan Yuridis
Terhadap Pemberian Kredit Kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah
oleh Bank Umum”, (Jurnal Hukum 13 No 2 Tahun 2012) .712.
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mikro kecil yang berkaitan dengan produksi, distribusi dan
konsumsi terhadap barang dan jasa. Kegiatan yang dilakukan
tersebut bertujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang
untuk terpenuhinya kebutuhan hidup. Akan tetapi, banyak
permasalahan yang berkaitan yang terjadi bagi masyarakat ketika
ingin membuka usaha usaha, salah satu nya permasalahantersebut
mengenai modal utama untuk membangun sebuah usaha.
Keterbatasan modal merupakan permasalahan umum yang
dihadapi oleh suatu pengusaha, terutama usaha mikro kecil,
sehingga hal ini menyebabakan ruang gerak usaha mikro kecil
semakin sempit, misalnya mengalami  kesulitan  dalam
mengembangkan usahanya karena tidak mampu memenubhi
kebutuhan konsumen. Kemudian banyak sekali permasalahan
ketika kita ingin membuka usaha diantaranya distribusi dalam
pengadaan bahan baku, tenaga kerja yang terbatas, tingginya biaya
operasional perusahaan, perizinan tempat usaha, regulasi yang
tidak pasti sampai dengan kebijakan- kebijakan yang berkaitan
dengan perekonomian.®

Dalam membangun usaha, para pengusaha masih
mengalami kesulitan permodalan dalam uang. Dalam memenubhi
kebutuhan modal uang para pengusaha melakukan pinjaman uang
kepada koperasi atau bank, namun uang yang dipinjamkan
memiliki bunga yang besar sehingga hal ini memberatkan para
pengusaha. Menurut Pasal 1 UU No.10 Tahun 1998 tentang
perbankan, bahwa badan usaha yang menghimpun dana dari
masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan kepada
masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam
rangka meningkatkantaraf hidup rakyat.® Dari UU ini menjelaskan

> Tulus Tambunan, “Usaha Mikro Kecil dan Menengah di
Indonesia, ” (Jakarta: 2012) .51.

® Undang-Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998 Tentang
Perbankan
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bahawa bank dibedakan menjadi dua, yaitu bank konvensional dan
bank syariah. Bank konvensional itu adalah sebuah lenbaga
keuangan yang berfungsi menghimpun dana untuk disalurkan
kepada yang memerlukan dana, baik perorangang atau badan usaha
guna investasi dalam usaha- usaha produktif dan lain-lain dengan
sistem bunga. kegiatan utama bank konvenional menyediakan jasa-
jasa keuangan lainnya. Berdasarkan kegiatan usaha bank
konvensional ini terdapat kegiatan utama yang menggunakan
bunga sebagai basis imbalan. Adapaun bunga menurut mayoritas
ulama hukumnya riba nasi’ah yang hukumnya haram. Dalam
Fatwa DSN MUI No.1 Tahun 2004 secara tegas dinyatakan bahwa
praktik pembangunan uang saat ini memenuhi Kriteria riba yang
terjadi pada zaman Rasulullah Saw, yakni riba nasi’ah. Bahkan
segala bentuk riba dan hal-hal yang berkaitan dengannya sangat
dicela dalam Islam.

Berbeda dengan lembaga keuangan syariah, bahwa lembaga
keuangan syariah meupakan badan usaha yang fungsinya sebagai
penghimpun dana dari masyarakat dan penyaluran dana kepada
masyarakat dan jasa-jasa perbankan lainnya yang sistem dan
mekanisme kegiatan usahanya berdasarkan hukum Islam. Menurut
Pasal 1 UU No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah adalah
segala sesuatu yang menyangut tetang bank syariah dan unit
syariah mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan
proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Lembaga
keuangan syariah hadir sebagai wujud perkembangan aspirasi
masyarakat yang menginginkan kegiatan perekonomian dengan
berdasarkan prinsip syariah, selain lembaga keuangan
konvensional yang telah berdiri selama ini. Lembaga keuangan
syariah tersebut diantaranya Baitul Mall Wa Tanwil atau lembaga
keuangan mikro syariah. Bila pada perbankan konvensional
terdapat satu prinsip yaitu bunga, maka lembaga keuangan syariah
terdapat dua pilihan prinsip, yaitu prinsip bagi hasil dan jasa. Salah
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satu prinsip yang diperuntukan bagipemberdayaan usaha mikro
kecil dan menengah adalah prinsip bagi hasil. Secara umum prinsip
bagi hasil dapat dilakukan dalam empat akad diantaranya
murabahah, mudharabah, musyarakah, muzara’ah dan musagah.
Namun dalam kenyataannya praktik akad yang paling sering
digunakan dalam akad syariahadalah murabahah, mudharabah dan
musyarakah. Adapun transaksi yang sering digunakan dalam akad
syariah ialah jual beli, sewa-menyewa, gadai, maupun sampai
pinjam-meminjam. Dengan demikian tujuan utama akad syariah
padalembagakeuangan syariah agar terhindar dari riba, garar dan
maisir.

Berdasarkan ketentuan UU No. 21 Tahun 2008 tentang
perbankan syariah, dengan tujuan penyaluran dana oleh bank
syariah  adalah  menunjang  pelaksanan  pembangunan,
meningkatkan ~ keadilan,  kebersamaan dan pemerataan
kesejahteraan rakyat. Salah satunya penyaluran dana oleh
PT.Amartha MikroFintek, dimana lembaga keuangan ini adalah
lembaga keuangan syariah yang melakukan penyaluran dana
dengan menggunakan pembiayaan murabahah sesuai dengan
ketentuan syariah, dengan memiliki beberapa transaksi untuk
membantu pengusaha khususnya usaha mikro kecil dan menengah.
Adapaun transaksi- transaksi yang yang dilaksanakan pada
PT.Amartha ialah pinjam meminjam dan simpanan (tabungan).
Akan tetapi, PT.Amartha ini memfokuskan kegiatannya untuk
pembiayaan dana modal kepada pengusaha, terkhusus usaha mikro
kecil dan menengah. Simpanan hanya diperuntukan untuk mitra
yang ingin menyimpan uang, yang dimana tabungan tersebut bisa
digunakan untuk keperluan-keperluan lain. Seperti, apabila mitra
tersebut ingin membeli pulsa, membayar listrik, membeli token
listrik, membayar PDAM dan lain sebagainya. Sehingga ini juga
merupakan salah satu usaha untuk membuka peluang bagiusaha
mikro kecil dalam melakukan suatu usaha yaitu dengan mengambil
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keuntungan apabila ada orang yang ingin membeli pulsa, token,
membayar listrik dan lain sebagainya.

Pembiayaan akad murabahah merupakan jenis pembiayaan
yang sering dipakai dalam bank syariah, yang pada umunya
digunakan dalam transaksi jual beli barang investasi dan barang-
barang yang diperlukan oleh seseorang. Akad murabahah dalam
hal ini penjual menjualkan barangnya dengan menerima kelebihan
atas barang jual, sehingga terdapat perbedaan antara harga beli dan
harga jual barang yang sering disebut dengan margin keuntungan.
Penetapanmargin keuntungan ini sangat lah penting apakah telah
sesuai dengan ketentuan hukum syariah yang berlaku ataukah
masih sesuai dengan bank konvensional.” Sehingga pada saat ini
praktik perbankan syariah dalam menentukan marginkeuntugan
dalam pembiayaan murabahah masih terdapat kritikan-kritikan
terhadap beberapa praktik yang dilakukan perbankan syariah
maupun lembaga keuangan syariah lainnya, salah satunya pada
PT.Amartha Mikro Fintek, karena pada tahun 2021 PT.Amartha ini
terjadi kenaikan margin keuntungan yang tanpa menjelaskan
kepada mitra tentang kebijakan yang diberikan mengenai kenaikan
margin keuntungan ini sehingga akad murabahah menggunakan
prinsip syariah yaitu bagi hasil sekarang dianggap hampir sama
dengan lembaga konvensional.

Pembiayaan yang dilakukan PT.Amartha ini sangat
memberikan manfaat yang sangat besar bagi pengusaha khususnya
usaha mikro kecil. Selain itu, masyarakat bisa lebih mudah
melakukan pmbiayaan pada PT.Amartha ini karena pembiayaan
yang dikelola tidak menggunakan jaminan, melainkan dengan
menerapkan sistem kepercayaan kepada para mitra. PT.Amartha

7 Kasmir, “Manajemen Perbankan” (Jakarta: Raja Grafindo

Persada, 2012) .5.
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ini dikhususkan kepada ibu-ibu yang memiliki waktu dan
keterampilan yang tidak termanfaatkan karena kekurangan modal
untuk membuka usaha. Pada mulanya mitra akan dibentuk secara
berkelompok yang berisikan minimal 8 orang dan masing-masing
kelompok memiliki perwakilan ketua kelompok. Pertemuan
kelompok wajib dilaksanakan satu kali dalam seminggu, sebagai
bentuk kegiatan untuk membayar angsuran mingguan dan
pembinaan usaha. Seluruh anggota dalam satu kelompok harus
hadir dan setor sendiri dalam pembayaran mingguan. Apabila ada
salah satu kelompok yang berhalangan hadir, maka angsurannya
akan ditanggung oleh anggota kelompok tersebut.

Penyaluruan dana modal yang diberikan kepada setiap
mitra  untuk penyaluran dana awal sebesar Rp 4.500.000 yang
harus dibayar setiap minggu selama 50 minggu. Dalam perjanjian
pengembalian pembiayaan ini telah menggunakan akad
murabahah. Dimana akad murabahah adalah akad jual beli antara
bank dan nasabah, yang mana akad ini dijalankan menggunakan
instrument jual beli dengan mengambill keuntungan. Nilai
keuntungan yang di dapatkan itu tergantung pada margin laba.
Akan tetapi, ada kritikan mengenai penetapan margin laba pada
PT.Amartha ini. Dimana pada salah satu contoh pada mitra
kelompok RT 29 kecamatan sukarami, pada kelompok ini terdiri
dari 10 anggota ibu-ibu yang membuka usaha kecil. Pada awal
maret 2022 ada beberapa mitra yang melakukan top up pinjaman
dan ada juga yang baru bergabung dalam pembiayaan pada
PT.Amartha ini. Pada saat pemberian dana dijelaskan kembali
mengenai akad, sistem pembayaran dan lain sebagainya. Akan
tetapi terdapat perbedaanyang berbeda antara mitra A dan mitra B,
yaitu terdapat perbedaan padamargin keuntungan pada pinjaman
yang diberikan, sedangkan penyaluran modal yang diberikan
tersebut sama. Sebagai salah satu sampel sebagai berikut:
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No | Nama Mitra Besaran Margin Waktu
Pinjaman Pinjaman
1 Tarry Rp 4.500.000 | 33,78 % 50 Minggu
Anggraini
2 Yuliana | Rp 5.000.000 | 33,7 % 50 Minggu
3 Lupita Rp 5.000.000 | 34,4 % 50 Minggu
Angraini
4 | Devi Elvianti| Rp 7.000.000 | 32,21 % 50 Minggu
5 |Susi Hariyantii Rp 7.000.000 | 33,21 % 50 Minggu
6 Sukesi Rp 8.000.000 | 33,19 % 50 Minggu

Pada saat ini praktik yang dilakukan pada PT.Amartha
pelaksanaan nya sesuai dengan akad murabahah, akan tetapi pada
praktik penerapan margin keuntungn nya masih terdapat kritikan
yang berbeda-beda sehingga dianggap hampir sama dengan
pembiayaan pada bank konvensiaonal. Oleh karenanya menjadi
hal yang sangat menarik apabila penulis lebih mengkaji lebih
dalam mengenai kebijakan pada PT.Amartha dalam menentukan
margin keuntungan, karena penentuan margin yang dilakukan oleh
PT.Amartha belum sesuai dengan hukum Islam, sehingga ada
kejelasan mengenai perbedaan ini. Sesuai penjabaran diatas, maka
penulis tertarik meneliti terkait bagaimana tinnjauan hukum
ekonomi syariah kepada usaha mikro kecil dan menengah, shingga
penulis melakukan penelitian yang berjudul “TINJAUAN
HUKUM EKNOMI SYARIAH PADA PERBEDAAN
MARGIN DALAM PRAKTIK PINJAMAN MODAL USAHA
MIKRO KECIL DAN MENENGAH ( STUDI KASUS
PT.AMARTHA  MIKRO FINTEK KECAMATAN
SUKARAMI PALEMBANG )”
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B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perbedaan margin dalam praktik pinjaman
modal usaha mikro kecil dan menengah pada PT.Aamrtha
Mikro Fintek Kecamatan Sukarami Palembang?

2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah pada
perbedaan margin dalam praktik pinjaman modal kepada
usaha mikro kecil dan menengah pada PT.Amartha Mikro
Fintek Kecamatan Sukarami Palembang?

C. Tujuan dan Manfaat

A. Tujuan

1. Untuk mengetahui perbedaan margin dalam praktik
pinjaman modal kepada usaha mikro kecil dan menengah
antara sesama piminjam pada PT.Amartha Mikro Fintek
Kecamatan Sukarami Palembang.

2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah
pada perbedaaan margin dalam praktik pinjaman modal
usaha mikro kecil dan menengah pada PT.Amartha
Mikro Fintek Kecamatan Sukarami Palembang.

B. Manfaat Penelitian
1. Teoritis

Manfaat Manfaat penelitian ini dari segi teoritis,
agar bisa memberi manfaat dan pemahaman bagi
masyarakat terutama kepada UMKM mengenai
pandangan Hukum Ekonomi Syariah tentang perbedaan
margin keuntungan dalam pembiayaan murabahah dan
diharapkan dapat menambah dan memperkaya khazanah
keilmuan serta pemikiran Islam pada umumnya
dikalangan masyarakat. Selain itu diharapkan menjasi
stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga proses
pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh
hasil yang maksimal.
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2. Praktis
Manfaat penelitian ini segi praktis, diharapkan
mampu memberikan pengetahuan mengenai perbedaan
margin dalam praktik pinjaman modal kepada usaha
mikro kecil dan menengah sesuai aturan yang ada dalam
Hukum Ekonomi Syariah.
D. Tinjauan Pustaka
Berdasarkan penelusuran literatur diketahui penelitian yang
membahas tentang praktik pinjaman modal kepada usaha mikro
kecil dan menengah dalam hukum ekonomi syariah yaitu:
Pertama, Sinta Bela dalam skripsi yang berjudul,“Tinjauan
Hukum Ekonomi Syariah Tentang Penetapan Margin Keuntungan
Dalam PembiayaanMurabahah (Studi di Bank Pembiayaan Rakyat
Syariah Bandar Lampung)”. Dalam penelitian ini menjelaskan
bahwa praktik penetapan margin keuntungan di Bank Pembiayaan
Rakyat Syariah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak
dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam rapat
ALCO Bank Syariah. Dalam menentukan margin keuntungan
seperti menetapkan margin 9%- 24% bagi nasabah PNS, 12%-24%
bagi nasabah umum dan 10%-24% bagi nasabah dengan agunan
deposito. Dalam pandangan hukum Islam penetapan margin dalam
pembiayaan murabahah diperbolehkan selama tidak bertentangkan
dengan Islam. Fatwa DSN MUI menjelaskan bahwa penetapan
margin diperbolehkan dan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi
Syariah pada pasal 20 ayat 6 dan menurut Al-Qur’an dan hadis
menjelaskan bahwa dalam pembiayaan murabahah diperbolehkan
adanya margin diperbolehkan adanya margin keuntungan
berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu bank
dan nasaah.®

8 Sinta Bela, Tinjauan Hukum Ekonmi Syariah Tentang Penetapan
Margin Keuntungan Dalam Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus di
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung) Skripsi Fakultas
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Kedua, Deni Juliansyah skripsi yang berjudul,“Tinjauan
Hukum Islam Terhadap Penyaluran Dana Modal Usaha di PNM
Mekar Syariah Cabang Kedondong ( Studi di Desa Kertasama
Kecamatan Kedondong)”. Dalampenelitian ini menjelaskan akad
yang dilaksanakan pada praktik menyalurkandana modal usaha di
PNM Mekar Syariah tidak sah atas dasar tidak sesuainya praktik
dengan akad murabahah dan tidak sesuainya akad wakalah serta
objek jualbeli dengan syarat serta rukun akad murabahah, sehingga
uang jasa senilai 25% statusnya sebagai laba menjadi riba utang
piutang.’

Ketiga, Nurlina dalam penelitiannya yang berjudul
“Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemberian Kredit
Kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Kasusu Bank
BRI Cabang Luyo Kabupaten Polewalimandar)”. Dalam
penelitiannya menjelaskan bahwa peminjaman uang ke bank
konvensional yang didalamnya ada bunga, dan menjadi larangan
sebab termasuk riba serta diharamkan dan tidak diboleh dalam
Islam. Lalu terkait tinjauan hukum Islam mengenai proses
pemberian kredit mempergunakan tingkat suku bunga dalamakad
transkasinya terkait dengan permasalahan itu ada yang
berpendapat menyatakan haram, makruh serta mubah
denganfaktor serta ketentuan tertentu.™®

Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang,
2018

® Deni Juliansyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyaluran
Dana Modal Usaha Di PNM Mekar Syariah Cabang Kedondong (Studi
Kasus Kerja sama Kecamatan Kedondong)”, Skripsi Fakultas Syariah dan
Hukum Universitas Isla Negeri Raden Intan Lampung, 2021.

10 Nurlina,”Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Pemberian Kredit Kepada UMKM (Studi Kasus Bank BRI Cabang Luyo
Kabupaten Polewalimandar)”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Alauddin Makasaar, 2021.
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Keempat, Wakiah, Rasiam, Nur Rahmini yang berjudul
“Tinjauan KompilasiHukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik
Pinjaman Umum Di Badan Usaha Milik Desa Kabupaten
Mampawah”. Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa praktik
pinjaman umum di BUMDesa beberapa nasabah tidak
mempergunakan pinjaman tersebut dalam  menjalankan
usahanya, namun dipakai dalam biaya sehari-hari. Sehingga hal
ini tidak sesuai perjanjian awal sebagai modal usaha atau yang
biasa disebut sebagai wanprestasi. Pengelola BUMDesa perlu
menyiapkan beberpa jenis pinjaman lewat survey terlebih dahulu
atas kebutuhan yang masyarakat benar-benar butuhkan.™

Kelima, Tri Lestari dalam penelitian “Tinjauan Hukum
Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Murabahah Bil Wakalah BNI
Syariah Cabang Panorama Bengkulu”.  Menyimpulkan
bahwasanya bank yang diteliti masih menjalankan praktik
mempergunakan akad murabahah, yang mana bank tersebut
menjual yang belum dimiliki nasabah serta memberinya sejumlah
uang dan disinu nasabahmenjadi wakil atau akad wakalah, yakni
ada kuasa atas dana serta hama bankpada nasabah gunamembeli
barang atau asset sendiri berdasar spesifikasi kepada pihak supplier
selepas mendapat pembiayaan dari pihak bank. Sehingga hal ini
hampir sama dengan pinjaman pada bank konvensional.*?

11 Wakiah, Rasiam, Nur Rahmini, “Tinjauan Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pinjaman Umum Di Badan Usaha
Milik Desa Kabupaten Mampawah”, Jurnal Fakultas Syariahdan Hukum
TAIN Pontianak. 2018.

12 Tri Lestari, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Praktik Murabahah Bil Wakalah BNI Syariah Cabang Panorama
Bengkulu”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum.
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E. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Metode penelitian merupakan sebuah teknik ataupun
cara ilmiah guna memperoleh data dengan kegunaan serta
tujuan tertentu. Penelitian yang dipakai berjenis penelitian
lapangan (field research), yakni peneliti secara langsung
datang di lapangan guna mendapat data yang faktual dari
pihak-pihak terkait dan ada hubunganya dengan praktik
pinjaman modal kepada usaha mikro kecil dan
mempergunakan penelitian pustaka sebagai bahan referensi
dalam penelitian.
2. Sumber Penelitian
Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu
sumber data primer dan data sekunder dengan
memfokuskan pada penentuan hukum pada perbedaan
margin dalam praktik pinjaman modal kepada usaha mikro
kecil dan menengah. Adapun sumber data tersebut sebagai
berikut:
a. Sumber Data Primer
Sumber data yang diperoleh langsung dari
lapangan. Penulis mendapatkan langsung dari lokasi
penelitian yang memberikam data langsung dari
wawancara tentang kebijakan perbedaan margin
dalam praktik pinjaman modal kepada usaha mikro
kecil dan menengah.
b. Sumber Data Sekunder
Sumber data sekunder yang di dapatkan dari
pihak lain, perolehannya tidak secara langsung dari
subjek penelitian. Penulis mempergunakan data ini
sebagai penambah wawasan terutama dalam kajian-
kajian konseptual yang berhubungan dengan studi
penelitian seperti, hasil karya ilmiah dari buku yang
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ada hubungannya dengan hukum ekonomi syariah,
kitab-kitab figih, pakar ahli hukum atau buku lainnya.
c. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Jalan
Perindustrian 1 Lr. Jeruk No.R7 Kelurahan Sukarami
Kecamatan Sukarami Palembang.
3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yang
digunakan oleh penulis adalah dengan cara wawancara
dan dokumentasi, agar mampu mendapatkan informasi
yang tepat sesuai fakta yang didapat dengan praktik yang
ada di lapangan, adapun teknik pengumpulan data
sebagai berikut:
a. Wawancara
Wawancara merupakan metode pengumpulan
data dengan melalui komunikasi secara langsung,
dimana wawancara dilakukan dengan bertanya
langsung kepada kedua belah pihak, vyaitu
pewanwancara yang mengajukan pertanyaan dan
terwawancara yang memberikan jawaban atas
pertanyaan tersebut. Dalam penelitian ini, teknik
wawancara dilakukan langsung  mendapatkan
informasi langsung dengan menanyakan langsung
kepada staff PT.Amartha dan kepada mitra terkait
perbedaan margin dalam praktik pinjaman modal
kepada usaha mikro kecil dan menengah.
b. Dokumentasi
Dalam penelitian ini teknik dokumentasi yang
digunakan ialah dokumentasi tertulis. Dimana data-
data yang diperoleh melalui dokumen dari
PT.Amartha ini kemudian dikumpulkan dan diolah
secara relevan dengan objek penelitian. Dalam
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penelitian inidokumentasi yang dikerjakan dengan
cara menggabungkan dan melengkapi data-data yang
berkaitan dengan praktik pinjaman modal kepada
usaha mikro kecil dan Menengah.
4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah anlisis deskriptif kualitatif, yaitu
denggan menggambarkan, menguraikan atau merinci
setiap masalah yang diteliti, menjelaskan semaksimal
mungkin,kemudian selanjutnya pada saat itu dapat
diselesaikan secara deduktif, khususnya membuat
kesimpulan dari penjelasan umum ke khusus agar
penelitian ini mudah dipahami dengan sederhana.®®

F. Sistematika Penulisan

Bab I, bab ini menjelaskan suatu permasalahan yang
menarik dan penting untuk diteliti, yakni mencakupi latar
belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,
tinjauan pustaka, metode penelitian, teknik analisis data dan
sistematikapenulisan.

Bab II, bab ini menjelaskan tentang kerangka teori yang
memuat deskripsi pembiayaan, murabahah, penerapan margin
keutungan murabaha, usaha mikro kecil danmenengah, dan
penetapan margin keuntungan murabahah dalam hukum ekonomi
syariah.

Bab I11, bab ini berisikan tentang gambaran umum mengenai
PT.Amartha Mikro Fintek mulai dari profil, struktur organisasi dan
produk pada PT.Amartha dan letak geografis kecamatan sukarami
dan UMKM di kecamatan sukarami.

13 Agmad Tanzeh, “Penghantar Metode Penelitian”,

(Yogyakarta: Teras: 2009) .8.
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Bab IV, bab ini berisikan pembahasan yang akan
menjelaskan dari isi permasalahan yang akan di angkat oleh
penulis dalam penelitian ini, seperti bagaimana perbedaan margin
dalam praktik pinjaman modal usaha mikro kecildan menengah
pada PT.Amartha Mikro Fintek, serta bagaiamana tinjauan hukum
ekonomi syariah pada perbedaan margin dalam praktik pinjaman
modal kepada usaha mikro kecil dan menengah pada PT.Amartha
Mikro Fintek.

Bab V, bab penutup, yang membahas mengenai dua hal
yaitu kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran.



BAB II
TINJUAN UMUM
A. Pembiayaan
Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu
pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan
pihak-pihak  yang merupakan defsit uni.!* Menurut sifat
penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut:
a. Pembiayaan Produktif
Pembiayaan yang ditunjukan untuk memenuhi kebutuhan
produksi, perdagangan, maupun investasi.
b. Pembiayaan Modal Kerja
Unsur-unsur modal kerja terdiri atas komponen-komponen alat
liquid (cash), piutang dating (receivable), dan persediaan
(inventory) yang umumnya terdiri atas persediaan bahan baku,
persediaan barang dalam proses dan persedian barang jadi. Oleh
karena itu, pembiayaan modal kerja merupakan salah satu atau
kombinasi dari pembiayaan likuidasi, pembiayaan piutang dan
pembiayaan persediaan. Bank konvensionalmemberikan kredit
modal Kkerja tersebut, dengan cara memberikan pinjaman
sejumlah uang yang dibutuhkan untuk mendanai seluruh
kebutuhan yang memerlukan kombinasi dari komponen-
komponenmodal kerja tersebut, baik untuk keperluan produksi,
maupun perdagangan untuk jangka waktu tertentu, dengan
imbalan berupa bunga. Bank syariah dapat membantu
memenuhi kebutuhan seluruhmodal kerja tersebut bukan
dengan meminjamkann uang, melainkan dengan menjalin
hubungan partnership dengan nasabah, di mana bank bertindak
sebagai penyadang dana (shahibul maal), sedangkan nasabah

14 Rifat Ahmad Abdul Karim,”Dampak Pengaturan Rasio
Kecukupan Modal Dasar Terhadap Strategi Keuangan Bank Syariah”.
(Jakarta: Bank Indonesia dan Internasional Association of Islamic Bank,
1995).
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sebagai pengusahah (mudharib). Skema pembiayaansemacam
ini disebut dengan mudharabah. Fasilitas ini dapat diberikan
dengan jangka waktu tertentu, sedangkan bagi hasil dibagi
secara periodik dengan nasabah yang disepakati. Setelah jatuh
tempo, nasabah mengembalikan jumlah dana
tersebutberdasarkan porsi bagi hasil (yang belum dibagikan)
yang menjadi bagian bank.*®
c. Pembiayaan Investasi
Pembiayaan investasi diberikan kepada para nasabah untuk
keperluan investasi, yaitu keperluan penambahan modal guna
mengadakan rehabilitasi, perluasan usaha, ataupun pendirian
proyek baru. Adapun cirri-ciri pembiayaan investasi adalah:
1. Untuk pengadaan barang-barang modal
2. Mempunyai perenanaan alokasi yang matang dan terarah
3. Berjangka waktu menengah dan panjang
d. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh pengguna dana
untuk memenuhikebutuhan komsumsi dan akan habis dipakai
untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan komsumsi
dapat dibedakan atas kebutuhan primer dan kebutuhan
sekunder. Kebutuhan promer adalah kebutuhan pokok baik
barupa barang seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat
tinggal, maupun berupa jasa seperti pendidikan dasar dan
pengobatan. Adapun kebutuhan sekunder berupa kebutuhan
tambahan, yang secara kuantitatifmaupun kualitatif lebih tinggi
atau lebih mewah dari kebutuhan primer, baikberupa barang
seperti makanan, minuman, pakaian, bangunan rumah,

> Muhammad Syafii, “Bank Syariah: Bagi Bankir dan Praktis
Keuangan” (Jakarta: BankIndonesia dan Tazkia Institue, 1999) .161-162.
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kendaraan dan sebagainya, maupun berupa jasa seperti
pendidikan, pelayanan, kesehatan, pariwisata, hiburan dan
sebagainya. Pada umumnya bank konvensional membatasi
pemberian kredit untuk pemenuhan barang tertentu yang dapat
disertai dengan bukti kepemilikan yang sah, sepertirumah dan
kendaraan bermotor, yang kemudian menjadi barang jaminan
utama. Adapun untuk pemenuhan kebutuhan jasa, bank
meminta jaminan berupa barang lain yang dapat diikat sebagai
collateral. Sumber pembayaran kembali atas pembiayaan
tersebut berasal dari sumber pendapatan lain bukan dari
eksploitasi batang yang dibiayai dari fasilitas ini. Bank syariah
dapat menyediakan pembiayaan komersil untuk pemenuhan
kebutuhan barang konsumsi dengan cara berikut ini:
a. Al-bai’bi tsaman ajil (salah satu bentuk murabahah) atau
jual beli denganangsuran.
b. Al-ijarah al-muntahia bit-tamlik atau sewa beli
c. Al-musrayakah  mutanaghishad  atau  descreasing
participation, dimana secara bertahap bank menurunkan
jumlah partisipasinya.
d. Ar-rahn untuk memenuhu kebutuhan jasa.

Pembiayaan konsumsi tersebut lazim digunakan untuk
pemenuhan kebutuhan sekunder. Adapun kebutuhan primer
pada umumnya tidak dapat dipenuhi dengan pembiayaan
komersil. Seseorang yang belum mampu memenuhikebutuhan
pokoknya tergolong fakir dan miskin. Oleh karena itu wajib
diberikan zakat dan sekedah atau maksimal diberikan
pinjaman kebijakan, yaitu pinjaman  dengan
kewajibanpengembalian pinjaman pokoknya saja, tanpa
imbalan apapun. Pembiayaan merupakan sumber pendapatan
bagi bank syariah maupun lembagakeuangan lainnya. Adapun
tujuan pembiayaan yang dilaksanakan perbankansyariah ialah
sebagai berikut:
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a. Profitibility bertujuan untuk memperoleh hasil dari
pembiayaan berupa keuntungan yang diterima dari bagi
hasil atau margin yang disepakati.

b. Safety bertujuan untuk keamanan dari pembiayaan,
maksudnya prestasi atau fasilitas yang diberikan harus
benar-benar  terjamin  pengembaliannya sehingga
keuntungan (margin) yang diharapkan dapat benar-benar
tercapai.

¢. Taawin bertujuan untuk tolong menolong antara yang
memiliki kelebihan dana dengan kekurangan dana.

B. Akad Dalam Islam
a. Pengertian Akad
Dalam KHES Buku II Bab 1 Pasal 20 ayat (1)
disebutkan bahwa akad adalah kesepakatan dalam suatu
perjanjian antara dua belah pihak atau lebih untuk
melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum
tertentu. Mengacu pada konsep akad, para ulama
membaginya menjadi dua, yaitu pertama, dalam pengertian
umum segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang
berdasarkan keinginannya sendiri seperti wakaf dan talak
dan sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan
dua orang seperti jual beli, wakalah, dan gadai. Kedua,
dalam  pengertian khusus yaitu perkaitan yang
ditetapkandengan ijab dan kabul berdasarkan ketentuan
syara’ yang berdampak pada objeknya.
b. Asas-Asas Sumber Hukum Akad
Ada sejumlah asas dalam berakad yang menjadi
tumpuan berpikir dan alasan pendapat dalam penegakan dan
pelaksanakan hukum berakad dalam Islam, yaitu:'®

® Faturahman Djamil, Penerapan hukum perjanjian dalam
transaksi lembaga keuangan syariah, (Jakarta: Sinar grafik,2012) .4-26.
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1. Asas ilahiyah (tauhid), yaitu keyakinan akan keesaan
Allah dan kesadaraan bahwa seluruh yang ada di bumi
dan di langit adalah milik Allah, dan yang menentukan
rezeki untuk setiap mahluk-Nya dan membimbing setiap
insan menuju kesuksesan.

2. Asas kebebasan (hurriyah), yaitu para pihak yang
melakukan akad memiliki kebebasan untuk membuat
perjanjian baik mengenai objek perjanjian maupun
menentukan persyaratan-persyaratan lain termasuk
menetapkan cara penyelesaian bila terjadi perselisihan.

3. Asas persamaan atau kesetaraan (al-musawah), yaitu
setiap orang memiliki kesempatan yang untuk
melakukan suatu perikatan atas asas persamaan dan
kesetaraan.

4. Asas keadilan (al-‘adalah), yaitu para pihak yang
berakad dituntut untuk berlaku benar dalam
mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi
perjanjian yang telah dibuat, dan memenuhi semua
kewajiban.

5. Asas kerelaan (al-ridha), yaitu segala transaksi yang
dilakukan atas dasar suka sama suka atau kerelaan dari
masing-masing pihak yang menunjukankeikhlasan dan
itikad baik dari masing-masing pihak.

6. Asas kejujuran dan kebenaran (al-shidq), yaitu para
pihak yang berakad mesti bertransaksi secara jujur dan
benar.

Gemala Dewi dkk, Hukum perikatan Islam di Indonesia, (Jakarta:
Kencana-Prenada Media Group dan Fakultas Hukum UI, 2005) .30-37.
Abdul Mannan, Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana-
PrenadaMedia Group, 2011) .75-82.
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7. Asas tertulis (al-kitabah), yaitu dianjurkan dalam suatu
perikatan dilakukan secara tertulis dihadiri oleh saksi-
saksi.

¢. Rukun dan Syarat Akad
Adapun rukun akad menurut Kompilasi Hukum

Ekonomi Syariah terdiri atas:'’

1. Pihak-pihak yang berakad, yaitu pihak-pihak yang
berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha
yang memilki kecakapan dalam melakukan perbuatan
hukum

2. Objek akad, yaitu amwal atau jasa yang dihalalkan yang
dibutuhkan olehmasing-masing pihak

3. Tujuan pokok akad yaitu bertujuan untuk memenuhi
kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-
masing pihak yang mengadakan akad

4. Kesepakatan

Syarat-syarat terjadinya sejumlah akad, yaitu:*®

1. Terpenuhinya lima rukun akad yaitu sighat, objek akad,
para pihak yang berakad, tujuan pokok akad, dan
kesepakatan

2. Akad tidak terlarang seperti megandung kekhilafan, di
bawah paksaan (ikrah),penipuan, kesamaran

3. Akad harus bermanfaat

d. Hal-Hal Yang Dapat Merusak Akad
Terdapat sejumlah hal yang dapat merusak keridhaan
pihak yang berakad, yaitu adanya pemaksaan, adanya

17 KHES Buku I BAB III Pasal 22

18 Rahmad Syafei, Figh Muamallah, (Bandung:Pustaka Setia:
2006) .65. Mardani, Hukum Bisnis Syariah, (Jakarta: Kencana-Prenada
Media Group 2014) .74-75.
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ksalahan, adanya penipuan. Dalam KHES disebutkan bahwa

akad yang sah adalah akad yang disepakati dalam perjanjian

tidak mengandung unsur-unsur yang merusak akad, antara
lain:*®

1. Kekhilafan yang terjadi mengenai hakikat yang menjadi
pokok perjanjian

2. Paksaan adalah mendorong seseorang untuk melakukan
sesuat yang tidak diridhainya dan tidak merupakan
pilihan bebasnya.

3. Penipuan adalah memengaruhi pihak lain dengan tipu
daya untuk membentuk akad, berdasarkan bahwa akad
tersebut untuk  kemaslahatannya, tetapi  dalam
kenyataannya sebaliknya

4. Penyamaran adalah keadaan di mana tidak ada
kesetaraan antara prestasi dan imbalan prestasi dalam
suatu akad.

e. Jenis-Jenis Akad Dalam Islam

Ada beberapa jenis akad dalam Hukum Islam yaitu®:

1. Mudharabah, adalah bagian dari akad kerja sama
(syirkah), namun sering kali mendapatkan porsi bahasan
yang cukup luas. Menurut ulama figh mudharabah
adalah suatu akad di mana pemilik harta menyerahkan
modal kepada pengusaha untuk dibisniskan dengan
modal tersebut, dan laba dibagi menjadidi antara
keduannya berdasarkan persyaratan yang disepakati.**

2. Syirkah, merupakan salah satu jenis akad percampuran.
Dalam Ensikloedi figh muamallah disebutkan bahwa

19 KHES Buku II Bab III Pasal 30

20 KHES Buku II Bab 1 Pasal 20

2L Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, .31. Rachmat Syafe’l, Figh
Muamallah, 223.
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syirkah atau syarikah secara bahasa percampuran atau
kemitraan antara beberapa mitra atau perseroan. Syarik
adalah anggota dalam perseroan bersama mitranya untuk
suatu pekerjaan atau urusan sehingga semua anggota
menjadi satu kesatuan. Adapun secara istilah syirkah
adalah perserikatan dalam kepmilikan hak untuk
melakukan pendayagunaan harta (tasharruf).

. muzaraah, dalam KHES Pasal 20 ayat 5 disebutkan
bahwa muzaraah adalah kerja sama antara pemilik lahan
dengan penggarap untuk memanfaatkan lahan.

. Musagah, adalah kerja sama antara pihak-pihak dalam
pemeliharaan tanaman dengan pembagian hasil antara
pemilik dengan pemelihara tanaman dengan nisbah
yang disepakati oleh pihak-pihak yang terkait.

. Murabahah, disebutkan bahwa murabahah adalah
pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh
shahib al-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui
transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga
pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih
yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahib al-mal
dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau
angsur.

. ljarah, menjelasakan bahwa ijarah dalah sewa barang
dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran, atau
dengan istilah lain ijarah adalah akad sewa menyewa.

. Kalafah, adalah jaminan atau garansi yang diberikan oleh
peminjam kepada pihak ketiga atau pemberi pinjaan
untuk  memenuhi  kewajiban pihak kedua atau
peminjam.

. Hawalah, adalah pengalihan utang dari muhil al-ashil
kepada muhal’alai.
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9. Rahn/ gadai, adalah penguasaan barang milik peminjam

oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan.

10. Wakalah, adalah pemberian kuasa kepada pihak lain
untuk mengerjakan sesuatu.

11. Wadiah, adalah penitipan dana antara pemilik dana
dengan pihak penerima titipan yang dipercayai untuk
menjaga dana tersebut.

12. .Ju’alah, adalah perjanjian imbalan tertentu dari pihak
pertama kepada pihak kedua atas pelaksaan suatu tugas
atau pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk
kepentingan pihak pertama.

13. Salam, adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan
jual bel yang pembayaranya dilakukan bersamaan
dengan pemesanan barang.

14. Istishna’ adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk
pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu
yang disepakati antara pihak pemesan dengan pihak
penjual.

C. Transaksi Murabahah
a. Pengertian Murabahah

Jadi Murabahah adalah suatu akad jual beli yang
banyak dilakukan oleh bank syariah. Dimana pihak bank
selaku penjual dan nasabah selaku pembeli, dimana bank
sebagai penjual memberitahukan kepada nasabah atau
pembeli mengenai harga pokok barang tersebut dan
menetapkan keuntungan sesuai kesepakatan yang ada pada
pihak bank (penjual) dan nasabah (pembeli).
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b. Sumber Hukum Murabahah
Adapun sumber hukum akad murabahah yaitu:??
1. Al-Qur’an

Al-Qur’an merupakan sumber utama dan pertama
dalam hierarki sumber hukum Islam. dari segi hukum,
Al-Qur’an mengandung sejumlah petunjuk yang
berkaitan dengan hukum yaitu hukum-hukum akidah,
hukum-hukum akhlag dan hukum-hukum amaliyah yang
mencakup ibadah-ibadah khususnya mu’amallah yang
mencakupi antara lain  hukum-hukum kekeluargaan
(ahwal al-syahsiyah), hukum harta benda dan ekonomi
(al-ahkam al-maliyah wa al-igtishdiyah), hukum-hukum
acara dan keadilan, hukum-hukum pidana (jinayah),
hukum- hukum ketatanegaraan (siyasah), serta hukum-
hukum politik dan hubungan internasiona.?® Dalam Al-
Qur’an banyak terdapat ayat-ayat yang melandasi
murabahah, salah satunya terdapat dalam Surah Al-
Bagarah ayat 275 yang mengemukakan tentang
haramnya memakan using riba dalam setiap transaksi
jual-beli dalam firman Allah yang berbunyi:

m"‘"*gﬁ\ﬂj&usy‘\ggz;éﬁ\;y\i;i’stg,:ﬁi
d;\J\ws\dM@mw\)su DJJM\UAM\
&G@JLSMJUA&QJAuBL}AA\yJ\e‘);J@J\Am
e 2h SN Al Gl 8 dle Gl )5 hals Sal s
BECR

22 Dr Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam, (Depok: PT.Raja
Grafindo Persadan2019) .186-187.

23 Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah Dan Figh Muamallah,
(Jakarta prenada media Group: 2019) .5.
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Artinya:

“...Orang-orang yang memakan riba tidak dapat
berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang
kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu
karena mereka berkata bahwa jual beli sama
dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan
Jjual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa
mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia
berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu
menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada
Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu
penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya...”

2. Hadist

Sumber hukum kedua murabahah ialah hadis. Dari
Abu Said Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda,
“sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama
suka”. (HR. al-Baihagi dan Ibnu Majah, dan dinilai sahih

oleh Ibnu Hibban).

¢. Rukun dan Syarat Murabahah

Rukun dari akad murabahah yang harus dipenuhi

dalam transaksi ada beberapa yaitu:
1. Pihak yang berakad harus cakap hukum dan

sukarela (ridha) atau tidak dalam keadaan terpaksa

2. Objek yang diperjual belikan :

a. Tidak termasuk barang yang diharamkan
Bermanfaat

Dapat diserahkan dari penjual ke pembeli
Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad
Diserahkan oleh penjual kepada pembeli
spesifikasi yang sesuai

® oo o

dengan
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3. Akad (Sighah)

a.

b.

ljab kabul (serah terima) harus selaras, baik dalam
spesifikasi barangmaupun harga yang disepakati

Tidak  mengandung klausul yang  Dbersifat
menggantungkan keabsahan transaksi pada hal atau
kejadian yang akan dating

Pihak yang berakad harus disebutkan secara jelas dan
spesifik

. Tidak membatasi waktu, misalnya “Saya jual ini kepada

anda untukjangkawaktu sepuluh bulan, setelah itu jadi
milik saya kembali”

Adapun syarat murabahah sebagai berikut :

1.
2.

Penjual member tahu biaya modal kepada nasabah
Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang
ditetapkan

Kontrak harus bebas dari riba

. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi

cacat atas barangsesudah pembelian

. Penjual harus menyampikan semua hal yang berkaitan

dengan pembelian

d. Manfaat Murabahah

Sesuai dengan sifat bisnis, transaksi murabahah

memiliki beberapa manfaatdiantaranya sebagai berikut:

a. Adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga

beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah

b. Sistem murabahah sangat sederhana, sehingga

memudahkan penanganan administrasinya dibank
syariah
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D. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut UUD 1945 kemudian dikuatkan melalui TAP MPR
NO.XVI/MPR-RI/1998, tentang Politik Ekonomi dalam rangka
Demokrasi Ekonomi, usaha mikro kecil dan menengah perlu
diberdayakan sebagai integral ekonomi rakyat yang mempunyai
keududukan, peran dan potensi strategis untuk mewujudkan
struktur  perekonomiannasional yang makin  seimbang,
berkembang, dan keadilan. Selanjutnya dibuatlah pengertian
UMKM melalui Undang-Undang No.9 Tahun 1999 dan karena
perkembangan yang semakin dinamis dirubah ke Undang- Undang
No0.20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan
menengah makapengertian UMKM sebagai berikut:**

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan
atau badan usaha

2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri
sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan
usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan
cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian
baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah
atau usaha besar yang menehuni kriteria usaha kecil
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri
sendiri, yaitu dilakukan oleh orang perorangan atau nadam
usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang
perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadibagian baik
langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha
besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjual tahunan
sebagimana diatur dalam Undang-Undang ini

4. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan

24 Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 Tentang
Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Jakarta: Kementrian Hukum dan
HAM
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oleh badanusaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil
penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang
meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, ataupun
patungan dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di
Indonesia

5. Dunia usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah
dan usaha besar uang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia
dan berdomisili di Indonesia.

Berdasarkan perkembangannya, usaha mikro kecil dan
menengah dapat diklasifikasi menjadi 4 kelompok yaitu:?

1. Livelihood Activities, merupakan UMKM yang digunakan
sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih
umum dinekal sebagai sector informal. Contohnya ialah
pedagang kaki lima.

2. Micro Enterprise merupakan usaha mikro kecil dan menengah
yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat
kewirausahaan.

3. Small Dynamic Enterprise merupkan usaha mikro kecil dan
menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu
menerima subkontrak dan ekspor.

4. Fast Moving Enterprise merupakan UMKM yang memiliki
jiwakewirausahaan dan akan melakukan tranformasi menjadi
usaha besar.

Jadi yang dimaksud dengan usaha mikro kecil dan
menengah (UMKM) adalah unit usaha produktif yang beridiri
sendiri, yang dilakukan oleh orangperorangan atau badan usaha
disemua sector ekonomi. Pada prinsipnya, pembedaan antara

% Vina Septiana, “Hukum Sebagai Pelindung UMKM dan
Pertumbuhan UMKM” 2016

https:www.researchgate.net/directory/publications Diakses pada 05 Juli
2022
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usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar pada
umumnya disarankan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah
dan bangunan), omset rata-rata pertahun, atau jumlah pekerja tetap.
Namun demikian,definisi UMKM berdasarkan tiga alat ukur ini
berbeda menurut negara. Oleh karena itu, memang sulit
memabandingkan pentingnya atau peran UMKM antar negara.
Tidak ada kesepakatan umum dalam membedakan sebuah usaha
mikro dari sebuah usaha kecil, atau sebuah usaha kecil dari
sebuah usaha mikro, danyang terakhir ialah usaha besar. Namun,
demikian, secara umum sebuah usaha mikro mengerjakan kurang
lebih 5 orang pekerja tetap, walaupun banyak usaha dari kategori
ini tidak mengerjakan pekerja yang digaji, yang dalam literature
disebut self- employment. Adapun sebuah usaha kecil dan
menengah bisa berkisar antara kurang dari 100 pekerja, misalnya
di Indonesia ke 300 pekerja, misalnya di china. Selain
menggunakan jumlah pekerjam banyak negara yang sudah
menggunakan nilai asset tetap (tidak termasuk gedung dan tanah)
dan omset dalam mendefinisikan UMKM. Bahkan di banyak
negara lainnya seperti di Asia misalnya definisi UMKM berbeda
antara sector, seperti Thailand, India, dan China atau bahkan
berbeda antara lembaga atau departemen pemerintahan.

Adapun aturan hukum atau dasar hukum dari usaha mikro
kecil dan menengah ialah tertuang dalam Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Dalam
pasal 1 angka 1, 2dan 3 UU UMKM dijelaskan mengenai definisi
dari usaha mikro kecil dan menengah. Usaha mikro adalah usaha
produktif milik orng perorangan dan badan usaha perorangan yang
memenuhi kriteria mikro sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang.?®

%6 Muhammad Hanif. “Usaha Mikro Kecil dan Menengah
(UMKM) di Indonesia” Jakarta: 2016 .10-11.
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Ketentuan tentang usaha kecil yang berlaku selama ini perlu

disesuaikan dengan kondisi kini, antara lain terkait dengan badan
usaha yang menjadi jati diri pelaku usaha. Ukuran kriteria usaha
yang sudah dipakai dalam hal ini ialah besarnya modal yang
dimiliki. Pasal 6 Undang-Undang UMKM menjelaskan bahwa:

a.

Kriteria usaha mikro adalah:

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak
Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) tidak
termasuk dalam tanah dan bangunan tempat usaha.

2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak
Rp.300.000.000 (Tiga ratus juta rupiah)

Kriteria usaha kecil adalah:

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00
(Lima puluh juita rupiah) sampai dengan paling banyak
Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) sampai
dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (Dua miliar
lima ratus juta rupiah)

Kriteria usaha menengah adalah:

1. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.
2.500.000.000,00 (Dua miliar lima ratus rupiah) sampai
dengan paling banyak lagi.

2. Memiliki kekayaan lebih bersih dari
Rp.500.000.000,00 (Lima ratusjuta rupiah) sampai
dengan yang paling banyak Rp.10.000.000.000,00
(Sepuluh miliyar rupiah) tidak termasuk tanah dan
bangunan tempat usaha.
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Adapun prinsip dan tujuan pemberdayaan usaha mikro kecil

dan menengah terdiri dari:*’

1.

Penumbuhan kemandirian, kebersamaan dan kewirausahaan
usaha mikrokecil dan menengah untuk berkarya dengan
prakarsa sendiri

. Perwujudan kebijakan publik yang transparasi, akuntabel

dan berkeadilan

. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan

berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi usaha mikro
kecil dan menengah

Peningkatan daya saing usaha mikro kecil dan menengah

. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan dan

pengendalian secara terpadi
Adapun tujuan dari pemberdayaan usaha mikro kecil dan

menengah ialah sebagai berikut:

1.

2.

Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang
seimbang, berkembang dan berkeadilan

Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha
mikro kecil dan menengah untuk menjadi usaha yang
tangguh dan mandiri

. Meningkatkan peran usaha mikro kecil dan menengah

dalam pembangunan daerah, menciptakan lapangan
pekerjaan, pemnerataan pendapatan,pertumbuhan ekonomi
dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

27 Muhammad Hanif, “Usaha Mikro Kecil dan Menengah

(UMKM) di Indonesia, Jakarta: 2016 .15.
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E. Penetapan Margin Keuntungan Murabahah

Margin adalah jumlah keuntungn yang diperhitungkan oleh
pihak bank dalam melakukan transaksi jual beli dengan nasabah.
Margin keuntungan merupaan salah satu bentuk dari manajemen
resiko suatu perusahaan. Hal ini berlaku juga untuk lembaga
keuangan syariah. Penetapan margin keuntungan di bank syariah
juga bertuuan untuk antisipasi tmbulnya wanpresatasi atau
kemacetan dari nasabah dan juga menghindari kerugian. Margin
keuntungan merupakan selisih antara harga perolehan barang oleh
bank dengan harga jual kembali kepada nasabah.?® DSN MUI telah
menerbitkan fatwa mengenai penetapan margn keuntungan dalam
pembiayaan murabahah di bank syaiah. Dalam fatwa DSN MUI
No0.84 dieketahui bahwa ada dua jenis metode perhitungan
keuntungan pembiayaan murabahah yang dilakukan mengangsur
ialah sebagai berikut:

1. Metode Proporsional
Metode proporsional yaitu pengkuan keuntungan yang
dilakukan secaraproporsional atas jumlah piutang (harga jual,
tsaman) yang berhasil ditagih dengan mengalihkan persentase
keuntungan terhadap jumlah piutang yang berhasil ditagih.

2. Metode Anuitas
Metode anuitas yaitu pengakuan keuntungan yang dilakukan
secara proporsional atas jumah sisa harga pokok yang belum
ditagih dengan mengalihkan presentas keuntungan terhadap
jumlah sisa harga pokok yang belum ditagih.

Bank syariah menerapkan margin keuntungan terhadap
produk-prroduk pembiayaan yang berbasis Natural Centainty
Contracts, yakni akad bisnis yang memberikan kepastian

28 Ahmad Itham Sholihin, “Ekonomi Syariah” Jakarta: Gramedia
Pustaka Utama, 2010 .35.
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pembayaran, baik dari segi jumlah (amount) maupun
waktu(timing), seperti pembiayaan murabahah, ijarah, ijarah
muntahia bit tamlik slam dan istishna. Secara teknis yang
dimaksud dengan margin keuntunganadalah persentase tertentu
yang diterapkan per tahun perhitungan marginkeuntungan secara
harian, maka jumlah hari dalam setahun ditetapkan 360 hari,
perhitungan margin keuntungan secara bulanan, maka setahun
ditetapkan 12 bulan. Pada umumnya nasabah pembiayaan
melakukan pembayaran secara angsuran. Tagihan timbul dari
transaksi jual beli atau sewa berdasarkan murabahah, salam,
istishna dan ijarah yang disebut sebagai piutang. Besarnya piutang
tergantung pada plofond pembiayaan, yakni jumlah pembiayaan
(harga beli ditambah dengan harga pokok) yang tercantum di
dalam perjanjian pembiayaan.
a. Referensi margin keuntungan
Referensi margin keuntungan adalah margin keuntungan yang
ditetapkan dalam rapat ALCO (Asset and liability management
commite) bank syariah.
b. Pentapan harga jual
Setelah memperoleh referensi margin keuntungan, bank
melaksanakan penetapan harga jual. Harga jual adalah pejualan
harga beli/harga pokok/harga perolehan bank dan margin
keuntungan.
c¢. Pengukuan angsuran harga jual
Angsuran harga jual terdiri dari angsuran harga beli / harga
pokok dan angsuran margin keuntungan. Pengukuan angsuran
dapat dihitung dengan menggunakan empat metode sebagai
berikut:
1. Metode margin keuntungan menurun
Margin keuntungan menurun adalah perhitungan margin
keuntungan yang semakin menurun sesuai dengan
menurunnya harga pokok sebagai akibat adanya cicilan
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atau angsuran harga pokok, jumlah angsuran (harga
pokok dan margin keuntungan) yang dibayar nasabah
setiap bulan semakin menurun.

Margin keuntungan rata-rata

Margin keuntungan rata-rata adalah margin keuntungan
menurun yang perhitungannya secara tetap dan jumlah
angsuran (harga pokok dan margin keuntungan) dibayar
nasabah tetap setiap bulan

Margin keuntungan flat

Margin keuntungan flat adalah perhitungan margin
keuntungan terhadap nilai harga pokok pembiayaan
secara tetap dari satu periode ke periode lainnya,
walaupun baki debatnya menurun sebagai akibat dari
adanya angsuran harga pokok

Margin keuntungan annuitas

Margin keuntungan annuitas adalah keuntungan yang
diperoleh dari perhitungan secara annuitas. Perhitungan
annuitas adalah suatu cara pengembalian pembiayaan
dengan pembayaran angsruan harga pokok dan margin
keuntungan secara tetap. Perhitungan ini akan
menghasilkan pola angsuran harga pokok yang semakin
membesar dan margin keuntungan yang semakin
menurun.



BAB Il
GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum PT.Amartha Mikro Fintek
1. Sejarah

Amartha didirikan oleh Andi Tufan Gruda Putra pada
bulan April 2010 sebagai Lembaga Keuangan Mikro (LKM)
dengan badan hukum Koperasi Aamrtha Indonesia,
tujuannya adalah memberikan aakses keuangan bagi
masyarakat pendesaan yang tidak terjangkau oleh bank agar
dapat mengembangkan usahanya.PT Aamrtha Mikro Fintek
adalah salah satu perusahaan teknologi financial peer- to-
peer lending yang ada di Indonesia. Amartha adalah salah
satu perusahaan finansial P2P di Indonesia. Perusahaan ini
menyediakaan situs web menghubungkan pendana urban
dengan perusahaan mikro dan kecil di pendesaan. Lewat
perusahaan in, pelaku usaha mikro yang membutuhkan
modal kerja untuk tumbuh akan terhubung dengan pendana
yang mencari alternatif  pendanaan yang lebih
menguntungkan  dibandingkan  dengan  instrument
pendanaan konvensional.

Andi Tufan yang kini menjadi Stafsus Jokowi saat
tahun 2009 is melaluipilot project di Kecamatan Ciseeng,
Kabupaten Bogor. lamelalui Aamrtha bebekal dengan uang
pribadinya sebesar Rp 10.000.000 yang diberikan secara
berkelompok dengan jumlah anggota 15 hingga 25 orang ibu
rumah tangga. April 2010, Aamrtha resmi berdiri sebagai
lembaga keuangan mikro dengan badanhukum Koperasi
Amartha di Indonesia, yang bertujuan untuk memberikan
akses keuangan bagi masyarakat pedesaan yang tidak
terjangkau oleh bank agar dapat mengembangkan usahanya.
Tahun 2015, Amartha secara resmi bertransformasi menjadi
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layanan P2P lending. Transformasi tersebut memungkinkan
individu atau kelompok melalui pendanaan untuk pelaku
UKM vyang mecari pinjaman. PT Amartha adalah lebaga
keuangan mikro yang menggunakan Gramen untuk
menyediakan layanan keuangan kepada kelompok rumah
tangga berpendapatan rendah dipelosok pedesaan dengan
jasa keuangan terjangkau padaskala luas untukmegurangi
kemiskinan dan menjadi bagian dari perumbuhan ekonomi
di wilayah yang beroperasikan. Seiring berjalannya waktu,
perusahaan uini berkembang dan resmi bertrasformasi
menjadi perusahaan fintech mengurangi kemiskinan dan
menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi di wilayah yang
beroperasikan

Seiring  berjalannya  waktu, perusahaan ini
berkembang dan resmi bertransparasi menjadi perusahaan
fintech peer to peer lending pada tahun 2016 dan telag
mengantongi izin dari orotitas jasa keuangan, dikutip dari
laman resminya, Aamrtha telah menyalurkan pendanaan
hingga Rp 2,38 triliun dan memberdayakan 502.852
pengusaha mikro. Perusahaan ini pun tergolong memiliki
tren kegagalan pengembalian pinjaman yang sangat rendah,
di mana TKB 90 mencapai 99,495. Perusahaan ini memiliki
fokus pembiayaan yang diarahkan kepada usaha mikro.
Dalam keterangan di laman resminya, para pendana
Amartha pun mendapatkan keamanaan atau manajemen
resiko atau implementasi upaya sistem tanggung renteng,
dengan potensi keuntungan hingga 15% per tahun.

Perusahaan ini memiliki fokus pembiayaan yang
diarahkan kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah
(UMKM) serta perempuaan terutama di Indonesia
khususnya pendesaan. Dalam keterangan di laman
resminya, para pendanaan Amartha pun mendapatkan
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keamanan atau manajen resiko dengan implementasi Di sisi
lain, besaran pinjaman yang diberikan Amartha berkisar
antara Rp 3.000.000 sampai dengan Rp 15.000.000 dengan
tenor 6 bulan hingga 1tahun. Berdasarkan catatan bisnis,
Amartha sejauh ini berhasil mendapatkan pendanaan
sebesar Rp 10.000.000 melalui seri pendanaan, sejumlah
investor dan perusahaan modal ventura yang terlibat
pendanaan ke Amartha antara lain Mid Plaza Holding,
Mandiri Capital Indoneisa, Beenext, SBI Holding, Bamboo
Capital Patners , UOB Venture Management dan Live
Ventures, Kendati telah mendapatkan sejumlah pendanaan,
Amartha menyatakan masih cenderung memfokuskan diri
untuk berekspansi di dalam negeri. Pulau Sumatera
merupakan salah satu daerah yang disasar oleh Amartha
untuk berespansi selain di Pulau Jawa.?
2. Visi dan Misi

Amartha memiliki visi  untuk  mewujudkan
kesejahteraan merata bagi kita, Indonesia. Dimulai dengan
layanan peer to peer lending, Amartha menghubungkan
pendana di kota dengan para Perempuan pelaku usaha mikro
di desa melalui teknologi.

Misi Amartha adalah memberdayakan masyarakat
berpendapatan rendah di pelosok pendesaan dengan jasa
keuangan terjangkau pada skala luas untuk mengurangi

29 Umi Maghfiroh, “Laporan Kuliah Kerja Magang (KKM)
Prosedur Pelayanan Angsuran Mitra/Nasabah yang berkualitas
PT Amartha Mikro Fintech Cabang Mojopacet” Laporan Kuliah Kerja
magang Program Studi Manajemen STIE PGRI Dewantara Jombang,
2021/2022
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kemiskinan dan menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi
di wilayah yang dioperasionalkan.*
3. Kegiatan Umum

Melaksanakan pendidikan pada pelatihan untuk
menumbuhkan kesadaran anggota dengan merubah pola
pikir anggota bahwa dengan diri sendiri anggota dapat
sejahtera melalui pendidikan dan pelatihan keuangan. Disini
PT Amartha bertugas membangun anggota agar semakin
cerdas menghadapi tantangan sumber daya Yyang
dimilikinya. Melaksankan pendampingan dan
pemberdayaan, pelatihan kewirausahaan dan pendampingan
agar anggota memiliki semangat menjadi insane produktif
agar pendapatnya meningkat. Pelayanan keuangan, dengan
mendorong anggota untuk menabung agar asset anggota
berkembang, menyediakan pinjaman kepada anggota yang
mampu dan bertanggung jawab untuk mendapatkan modal
untuk usaha produktif serta melindungi simpanan dan pi
jaman aggota sesuai dengan ketentuan yang ada serta
membangun soladalirats santunan untuk anggota yang
meninggal dunia dengan iuran yang sangat kompetitif.
Penguatan lembaga, membangun tata kelola yang sehat serta
dengan membangun SDM yang berkualitas, membangun
kepemimpinan agar memiliki pengendalian optimal untuk
kesehatan lembaga.

%0 Umi Maghfiroh, “Laporan Kuliah Kerja Magang (KKM)
Prosedur Pelayanan Angsuran Mitra/Nasabah yang berkualitas
PT. Amartha Mikro Fintech Cabang Mojopacet” Laporan Kuliah Kerja
magang Program Studi Manajemen STIE PGRI Dewantara Jombang,
2021/2022



4. Struktur Organisasi

Kemampuan  suatu  perusahaan

adalah sebagai berikut:

Regional Manager Sumsel
Riski Widiasari

}

Area Manager

Budianto

|

Brach Manager
Reka Handayani

r

Bussiness Teller

merupakan
perwujudan dari organisasi itu sendiri yang didukung oleh
para pegawai dan pimpinan perusahaan. Dengan adanya
struktur organiisasi yang tepat, maka masing-asing bagian
mengetahui dengan jelas wewenangdan tanggung jawabnya.
Dengan adanya pembagian tugas dan wewenang yang baik,
maka setiap pekerjaan dapat dengan efektif dan efisien.
Adapun struktur organisasi dari PT.Amartha Mikro Fintech

Rahmad Akbar Boby Tilos

Deviska

Rasti
r A4 v
Bussiness Patner Bussiness Patner Bussiness Patner
Silvia Kusumayanti Noval Riski Mutiara
Bussiness Patner Bussiness Patner Bussiness Patner Bussiness

Patner Alfi
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Adapun tugas-tugas dan tanggung jawab dari
masing-masing bagian dalam struktur organisasi pada
PT.Amartha Mikro Fintech sebagai berikut:

Regional manager

a. Mengoptimalkan performa kantor area
b. Meningkatkan kinerja dan kualitas sumber daya manusia
di kantor area

c. Memantau operasional perusahaan

d. Berdiskusi dan melaporkan progres kepada manajemen

Area manager

a. Memimpin anggota teamnya dengan efektif dan efisien

b. Menetapkan target areanya sesuai dengan potensi dan
harapanmanagement

C. Mengelola team dan sumber daya lainnya untuk
mencapai target

d. Mampu bertanggung jawab untuk tugas dan beban
targer yang dibebankan kepadanya

Branch manager

a. Memastikan pencapain target cabang

b. Memastikan keseluruhan administrasi kantor cabang
lengkap dansesuai SOP

€. Memastikan operasional kantor cabang dapat berjala
dengan baik dengan memastikan perizinan, infrastruktur,
invertaris terpenuhi

d. Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur secara ketat
ditaati oleh semua staf di kantor cabang

Business teller

a. Melayani penarikan, transfer dan penyetoran uang dari
mitra

b. Bertanggung jawab dalam validasi angsuran mitra dari
teller untuk approval oleh BM dan closing seluruh
keuangan yang di dapat untuk disetorkan ke rekening
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cabang H+1 setelah closing angsuran

C. Membantu dan melayani pelanggan terkait transaksi
keuangan

d. Memasukan transaksi mitra kedalam komputer untuk
mencatat transaksi dan mengelurkan tanda terima yang
dihasilkan komputer

5. Businnes partner

a. Bertanggung jawab terhadap proses pengelolaan
pelayaan majelasi,administrasi, anlisa pembiayaan, dan
pembentukan majelis barusesuaidengan kebijakan dan
prosedur yang telah ditetapkan.

b. Bertanggung jawab dalam validasi angsuran mitra dari
teller untuk approval oleh BM dan closing seluruh
keuangan yang di dapat untukdisetorkan ke rekening
cabang H+1 setelah closing angsuran.

C. Bertugas dalam penagihan mitra PAR atau mitra dengan
angsuran tunggakan lebih dari 4 kali, dan betugas untuk
menyelesaikan permasalahan dalam hal angsuran yang
menunggak di point-point Amartha

B. Gambaran Umum Kecamatan Sukarami

Kecamatan sukarami adalah sebuah kecamatan di Kota
Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia. Kecamatan ini
berbatasan langsung dengan kabupaten Banyuasin serta menjadi
Kecamaran penunjang antara Sumatera Selatan dan Jambi, di
Kecamatan ini juga tempat terletaknya Bandar Udara Internasional
Sultan Mahmud Badaruddin II. Wilayah Kecamatan Sukarami
pada mulanya merupakan bagian dari pada wilayah Kecamatan
Talang Kelapa Kabupaten Musi Banyuasin, yang kemudian
dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1988 tanggal
6 Desember 1988 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kabupaten
Daerah Tingkat II Palembang dan kabupaten Daerah Tingkat II
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Musi Banyuasin dan Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering
Mir.3!

Kecamatan Sukarami memiliki beberapa kelurahan yaitu
kelurahan kebun bunga, kelurahan sukabangun, kelraham
sukajaya, kelurahan sukarami, kelurahan sukodadi, kelurahan
sukodadi, kelurahan talang jambi, kelurahan talang jambe.
Kecamatan Sukarami memiliki visi ialah “Mewujudkan
Kecamatan Sukarami sebagai instansi atau perangkat daerah
unggul dalam pelayanan dan mampu memberikan pelayanan
secara paripurna, professional, bermutu, prima dan terpadu kepada
masyarakat dalam segenap aspek kehidupan masyarakat guna
mengsukseskan Palembang EMAS”. Sedangkan Misi dari
Kecamatan Sukarami Kota Palembang ialah untuk meningkatkan
kualitas sumber daya manusia Aparatur Kecamatan dan Kelurahan,
menyediakan sarana dan prasarana untuk meninkatkan mutu
pelayanan, menyediakan aspek infromasi yang mendukung
peningkatan pelayanan kepada masyaakat, menerapkan prinsip-
prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, dan meningkatkan
kesadaran, kepedulian dan peran serta masyarakat terhadap
pelaksanaan program pemerintah.

31 Sejarah Kecamatan Sukarami Palembang, Diakses Pada Tanggal
12 Juni 2024, https://id.m.wikipedia.org/wiki/sukarami Palembang
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BAB IV
PEMBAHASAN

A. Perbedaan Margin Dalam Praktik Pinjaman Modal
Antara Sesama Peminjam Pada PT.Amartha Mikro Fintek
Sebagaimana dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa
responden penelitian adalah para petugas PT.Amartha Mikro
Fintek Kecamatan Sukarami Palembang. Adapun hasil kajian
lapangan responden tersebut adalah sebagai berikut:
RESPONDEN PENELITIAN

No Nama Jabatan
1 | Reka Handayani Brach Manager
2 | Rahmad Akbar Saputra, Bussiness Patner

SE
3 | Susi Hariyani Nasabah
4 | Devi Elviant Nasabah

Sumber: Telaah Data, 2022

Berdasarkan hasil wawancara dengan para responden
diketahui berbagaipertanyaan yang diberikan terhadap beberapa
pertanyaan yang disampaikan. Penelitian data yang diawali dengan
pertanyaan yang ditunjukan kepada Brach Manager “Apakah
Investor pada PT.Amartha ini hanya satu” Reka Handayani
menyatakan bahwa pada PT.Amartha ini untuk investor tidak
hanya satu, karena Amartha tidak berkerja sama dengan satu
lembaga keuangan saja, akan tetapi Amartha ini banyak bekerja
sama dengan investor lainnya seperti orang perorangan atau
lembaga keuangan, sehingga banyak investor yang mendapatkan
margin berbeda-beda. Adapun lembaga keuangan yang melakukan
kerja sama dengan PT.Amartha ini ialah, Bank BJB, PT.Amartha
Nusantara, PT.Amartha Digital Asia, PT.Amartha Nusantara
Raya, sedangkan orang perorangan itu banyak dari individu yang
melakukan investas baik dalam jangka panjang atau jangka pendek
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dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.

Pertanyaan “Sistem apa yang biasanya digunakan
PT.Amartha dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah”.
Reka Handayani menyatakan bahwa PT.Amartha ini
menggunakan  sistem  pembiayaan = Murabahah, dimana
perusahaan dan nasabah sama-sama mengatahui harga pokok,
angsuran perminggu dan angsuran margin yang dijalankan. Dalam
PT.Amartha Mikro Fintek ini perusahaan hanya meminjamkan
uang modal usaha kepada nasabah dengan jaminan, akan tetapi
menggunakan akad perjanjian yang ditanda tangani diatas materai.
Berdasarkan jawaban responden dapat disimpukan bahwa
perusahaan menggunakan sistem pembiayaan murabahah, dimana
perusahaan dan nasabah sama-sama mengatahui harga pokok,
angsuran perminggu dan angsuran margin yang harus dibayar.*

Pertanyaan “Selama ini apakah sistem murabahah sudah
dilaksanakan sesuai dengan persayarat yang ada pada perusahaan”.
Reka Handayani menyatakan bahwa untuk persyaratan nasabah
sudah mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan,
akan tetapi ada juga bebrapa nasabah yang sulit untuk membayar
perminggu karena beberapa faktor. Berdasarkan jawaban
responden dapat disimpukan bahwa untuk persyaratan sudah
sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan perusahaan.

Pertanyaan “Bagaimana sistem pencairan di PT.Amartha
Mikro fintek cabang sukarami ini”. Akbar menyatakan bahwa
sebelum pencairan terdapat melampirkan berkas terdahulu setekah
proses kemudian disurvey. Berkas-berkas yang dilampirkan itu

32 Wawancara dengan Ibu Reka Handayani Selaku Branch
Manager PT.Amartha Mikro Fintek 28 September 2022 di Kecamatan
Sukarami

3Wawancara dengan Ibu Reka Handayani Selaku Branch
Manager PT.Amartha Mikro Fintek 28 September 2022 di Kecamatan
Sukarami
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berupa foto copy KTP suami dan istri beserta foto ukuran 3x4,
kartu keluarga karena khusus untuk peminjaman ini untuk ibu
rumah tangga atau yang sudah menikah dengan baas usia
meminjam sampai 60 tahun apabila salah satu nasabah ada yang
meninggal dunia maka peminjaman hutang dinyatakan lunas,
kemudian rekening listrik atau bukti struk pembayaran PDAM atas
nama nasabah tersebut. Karena pada perusahan ini tidak ada
jaminan, sehingga bukti-bukti tersebut untuk memperkuat bahwa
nasabah itu benar- benar memiliki tempat tinggalnya sendiri.
Setelah berkas sudah lengkap dan sudah disurvey baru bisa
melakukan pencairan. Dalam sistem pencairan ini pinjaman awal
Rp.4.000.000 sampai Rp.9.000.000 akan tetapi tidak seluruh
nasabah bisa mendapatkan pinjaman sampai Rp.9.000.000 karena
pihak perusahaan juga melihat usaha apa yang akan dibuat oleh
nasabah tersebut.®*

Pertanyaan ‘“Mengapa ada beberapa nasabah yang margin
nya itu berbeda- beda”. Akbar menyatakan bahwa perbedaan
margin tersebut muncul karena setiapnasabah itu ada penilaian
masing-masing, mulai dari pembiayaan dari tahun pertamo,
apakah nasabah tersebut selalu hadir dalam setiap pertemuan yang
dilakukan setiap minggu. Apabila pada pembiayaan tahun pertama
nasabah tersebut lancar dan selalu hadir dalam setiap pertemuan,
maka pada tahun berikutnya nasabah tersbut bisa mendapatkan
credit score yang bagus. Karena credit score ini juga berpengaruh
terhadap margin nasabah. Kemudian untukusaha nasabah juga
difollow up lagi, karena apabila usaha nasabah tersebut ada
penghambat maka bisa berpengaruh pada nasabah untuk

3 Wawancara dengan Bapak Rahmad Akbar Saputra Selaku
Bussiness Patner PT.Amartha Mikro Fintek 28 September 2022 di
Kecamatan Sukarami
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melakukan pembiayan ditahun berikutnya.®

Pertanyaan “Bagaimana sistem pembayaran di PT.Amartha
Mikro Fintek ini”. Akbar menjelaskan bahwa cara melakukan
pembayaran Vyaitu para nasabah melakukan perkumpulan
kelompok dan Businnes Patner mendatangi para nasabahtersebut
untuk melakukan pembayaran mingguan. Apabila salah satu
nasabah tidak hadir maka anggota kelompok melakukan iuran
untuk menutupi anggota kelompok yang tidak hadir. Karena pada
PT.Amartha ini menggunakan sistem tanggung renteng dimana
apabila salah satu nasabah tidak hadir maka anggota kelompok
yang lain melakukan iuran untuk menutupi tagihan anggota
kelompok tersebut, jika nasabah yang rajin untuk berkumppul dan
selalu membayar tanpa tunggakan maka itu bisa mengikuti
pinjaman pada tahun berikutnya dengan jumlah pinjaman yang
lebih besar. Sebaliknya jika nasabah pada saat kumpul sering tidak
hadir dan banyak tunggakan bayaran maka untuk pinjaman
selanjutnya nasabah tersebur tidak bisa meminjam dengan jumlah
lebih besar dan terancam tidak bisa meminjam lagi.*

Pertanyaan “Apakah Ibu Susi menerima dengan hasil
margin yang berbeda Ibu Devi”. Ibu Susi menjelaskan bahwa ia
sedikit bertanya mengenai margin yang berbeda tersebut, akan
tetapi Ibu Susi menerima bahwa memang betul usaha dagangan
yang dimiliki nya sekarang sudah ada peningkatan, dan Ibu Susi
menerima bahwa margin dari pinjaman yang dipakai nya lebih
besar dari Ibu Devi, karena sudah menambah modal usaha dagang
warung kecil nya sehingga usaha yang dimiliki oleh Ibu Susi lebih

% Wawancara dengan Bapak Rahmad Akbar Saputra Selaku
Bussiness Patner PT.Amartha Mikro Fintek 28 September 2022 di
Kecamatan Sukarami

% Wawancara dengan Bapak Rahmad Akbar Saputra Selaku
Bussiness Patner PT.Amartha Mikro Fintek 28 September 2022 di
Kecamatan Sukarami
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meningkat.*’

Pertanyaan “Apakah Ibu Devi mengetahui mengenai
perbedaan margin yang diterapkan oleh PT.Amartha Mikro
Fintek”. Ibu Devi menjelaskan bahwa saya mengetahui tentang
perbedaan margin setiap anggota kelompok, karena dijelaskan oleh
petugas sebelum melakukan pencairan. Saya juga mengetahui
bahwa investor yang dimiliki PT.Amartha Mikro Fintek ini
berbeda-beda, akan tetapi saya tetap menerima berapa pun
perbedaan margin diantara anggota kelompok yang lain, apabila
masih sesuai dengan berapa besar pinjaman dan lama nya angsuran
tersebut.®

Jadi sangat berpengaruh bagi nasabah apabila pada saat
pembayaran angsuran ini tidak hadir dan banyak tunggakan, dan
penetapan margin murabahah merupakan faktor yang sangat
penting agar harga jual anatra kedua belah pihak. Contoh
perbedaan margin murabahah pada PT.Amartha Mikro Fintek
sebagai berikut:

a. Nama Nasabah : Susi Hariyani
Tujuan Pembiayaan : Dagang Warung Kecil
Jumlah Pembiayaan : Rp.7.000.000
Jangka Waktu : 50 Minggu
Margin : 33,21%
Tanggal Pencairan : 17 Maret 2022
Tanggal Jatuh Tempo : 17 Maret 2023

Angsuran Per Minggu
Angsuran Per Minggu = Angsuran Pokok + Angsuran

% Wawancara dengan Ibu Susi Hariyani Selaku Nasabah
PT.Amartha Mikro Fintek

28 September 2022 di Kecamatan Sukarami

38 Wawancara dengan Ibu Devi Elviant Selaku Nasabah
PT.Amartha Mikro Fintek

28 September 2022 di Kecamatan Sukarami
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Margin
Angsuran pokok per minggu : Rp.140.000
Angsuran margin perminggu : Rp.46.500
Jumlah angsuran per minggu Rp.186.500

b. Nama nasabah : Devi Elviant
Tujuan pembiayaan :Dagang Pakaian
Jumlah pembiayaan : Rp.7.000.000
Jangka waktu : 50 Minggu
Margin 1 32,21%
Tanggal pencairan . 17 Maret 2022T
Tanggal Jatuh Tempo : 17 Maret 2023

Angsuran Per minggu
Angsuran Per minggu = Angsuran Pokok + Angsuran

Margin

Angsuran Pokok Per minggu : Rp.140.000
Angsuran Margin Per minggu : Rp. 45.100
Jumlah Angsuran Perminggu : Rp.185.100

Jadi dapat disimpulkan bahwa perbedaan margin itu muncul
karena dari investor yang berbeda dan dari nasabah itu mengikuti
peraturan PT.Amartha Mikro Fintek atau tidak. PT.Amartha
Mikro Fintek ini sudah menggunakan pembiayaan murabahah dan
telah sesuai dengan ketetapan Dewan Syariah Nasional, karena
ketika nasabah telah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh
PT.Amartha mikro Fintek maka kedua belah pihak telah membuat
kesepakatan dan menerima apapun yang terjadi.

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pada Perbedaan
Margin DalamPraktik Pinjaman Modal Kepada Usaha
Mikro Kecil dan Menengah

Murabahah sebagai akad jual beli yang banyak dilakukan
oleh bank syari’ah. Dimana pihak bank selaku penjual dan
nasabah selaku pembeli, dimana bank sebagai penjual
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memberitahukan kepada nasabah atau pembeli mengenai harga
pokok barang tersebut dan menetapkan keuntungan sesuai
kesepakatan yangada pada pihak bank (penjual) dan nasabah
(pembeli). Dalam pembiayaan murabahah, tingkat keuntungan
harus disepakati terlebih dahulu diawal akad.Dengan kata lain,
penjual harus member tahu kepada pembeli tentang pembelian
barang dan menyatakan jumlah keuntungan ditambahkan pada
biaya tersebut.

Murabahah akad dalam syariah Islam yang mendapatkan
harga produksi dankeuntungan ditetapkan bersam oleh penjual
dan pembeli, sehingga akad murabahah adalah transparasi
penjual dan pembeli. Murabahah membuat pembeli mengetahui
harga produksi suatu barang dan besaran keuntungan penjualan.
Analisis penulis dalam pemenuhan rukun dan syarat jual beli
murabahah sebagai berikut:

1)  Mengetahui harga pokok

Pada PT.Amartha Mikro Fintek ini para nasabah sudang

mengetahui harga pokok dalam pembiayaan murabahah.
2)  Mengetahui keuntungan

Pada PT.Amartha Mikro Fintek sebelum melakukan

perjanjian kedua belah pihak maka, pihak perusahaan

memberi tahu nasabah besar nya keuntungan yang di

dapatkan PT.Amartha Mikro Fintek dari nasabah.
3)  Harga pokok

Pada PT.Amartha Mikro Fintek para nasabah mengetahui

pinjaman pokok yang diterima oleh nasabah misanya

pendanaan yang digunakan untuk pembiayaan murabahah
dengan margin keuntungan yang telah disepakati bersama.
Adapun syarat-syarat nya sebagai berikut:
1)  Pihak-pihak, adanya pihak-pihak PT.Amartha Mikro Fintek

Kecamatan Sukarami dengan para nasabah

2)  Objek, adanya objek tidak gerak yaitu pembiayaan
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murabahah
3)  Kesepakatan, adanya kesepakatan PT.Amartha Mikro

Fintek dengan para nasabah untuk mengetahui kebutuhan

dan harapan masing-masing pihak

Menurut penulis, dalam melakukan akad antara dua pihak

atau lebih, penting bagi semua pihak mendapatkan informasi
mengenai akad yang akan dilakukan. Karena kurang lengkapnya
informasi rentan terjadi kesalah pahaman yang bisa saja berakibat
mencederai akad. Kelengkapan informasi bagi seluruh pihak yang
melakukan akad juga diperlukan agar menjaga hak dan kewajiban
masing-masing pihak dapat tercapai. Dalam fatwa terdapat tiga
ketentuan, yaitu ketentuan umum, ketentuan hukum, ketentuan
khusus.

1. Ketentuan umum

a. At-tamwil bi al- Murabahah (Pembiayaan Murabahah)
adalah Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah
(LKS) dengan cara LKS membelikan barang sesuai
dengan pesanan nasabah, kemudian LKS menjualnya
kepada nasabah setelah barang menjadi miik LKS
dengan pembayaran secara angsuran.

b. Harga jual (tsaman) adalah harga pokok ditambah
keuntungan dalam pasal 2 akad Murabahah ini
menyebutkan dengan jelas mengenai objek atau barang.
Harga pokok, harga beli, margin keuntungan dan harga
jual beli oleh nasabah merupakan syarat bagi sahnya
transaksi Murabahah ini. Kepastian dan kesepakatan
diawali dengan mengenai harga barang yang akan di
beli oleh nasabah merupakan syarat bagi sahnya
transaksi murabahah. Apabila harga tidak dapat
dipastikan sebelumnya, maka jual beli tersebut batal.
Penetapan harga jual beli ini dilakukan setelah
memperoleh referensi margin keuntungan.
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Transparansi dalam akad murabahah ini menghindari
sengketa dikemudian hari dan terciptanya muamalah
yang ‘antaradhi minkum’, yaitu asas saling ridho, saling
suka sama suka antara kedua belah pihak yang merasa
dirugikan.

C. Al-Maslahah (Ashlahah), adalah suatu keadaan yang
dianggap paling banyak mendatangkan manfaat bagi
pertumbuhan Lembaga Keuangan Syariah yangsehat.
Arti Mashlahah berasal dari kata Shalah yang berarti
baik. Pengertian Mashlahah dalam bahasa arab adalah
perbuatan- perbuatan yang mendorong kepada kebaikan
manusia. Dalam artinya yang umum adalah segala
sesuatu yang bermafaat bagi manusia, Imam Ghazali
juga menjelaskan yaitu mengambil manfaat dan
menolak kemudhratan dalam rangka memelihara
tujuan-tujuan syara’. Artinya bahwa penetapan suatu
hukum itu tiada lainkecuali untuk menerapkan
kemaslahatan umat manusia, yakni menarik suatu
manfaat, menolak bahaya untuk menghilangkan
kesulitan umat manusia.

2. Ketentuan Umum

Metode pengakuan keuntungan murabahah dan
pembiayaan murabahah  boleh dilakukan secara
professional dan secara antusias, dengan mengikuti
ketentuan-ketentuan fatwa. Ketentuan hukum ini dengan
jelas memperbolehkan metode pengakuan keuntungan
murabahah dilakukan secara profesional dan secara
antusias, sekaligus menegaskan bahwa seluruh kegiatan
operasional Lembaga keuangan syariah harus berdasarkan
ketentuan dalam menetapkan prinsip syariah, sehingga
terhindar dari pelanggaran hukum syariah.
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3. Ketentuan Khusus

a.

Pengakuan keuntungan murabahah dalam bisnis yang
dilakukan olehpara pedagang, yaitu secara professional
boleh dilakukan dengan cara ‘urfshahih dapat dijadikan
dasar dalam menetapkan hukum yang berkaitan dengan
muamallah dan selama tidak bertentangan dengan
syara’.

. Pengakuan keuntungan al-tamwil bi al-Murabahah

dalam bisnis yang dilakukan oleh Lembaga keuangan
syariag boleh dilakukan secara professional dan secara
antusias sesuai dengan ‘urf yang berlaku dikalangan
Lembaga keuangan syariah. Metode pengakuan yang
digunakan oleh PT.Amartha Mikro Fintek adalah
metode professional, yang bearti PT.Amartha Mikro
fintek telah menerapkan ketentuan dala fatwa DSN ini.
Pemilihan metode pengakuan ketentuan at-Tamwil
bi Al-Murabahah pada LKS harus memperhatikan
maslahah LKS bagi pertumbuhan LKS yang sehat.
Dalam pemilihan metode pengakuan keuntungan
murabahah PT.Aamrha Mikro Fintek cabang
Kecamatan ~ Sukarami  harus  berhati-hati serta
memperhatikan kemaslahatan bagi semua pihak. Hal ini
demikeberlangsungan dan menciptakan pertumbuhan
Amartha yang sehat.

. Metode pengakuan keuntungan al-Tamwil bi al-

Murabahah yang aslahahdalam masa pertumbuhan LKS
adalah metode annuitas.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul “Tinjauan

Hukum Ekonomi Syariah Pada Pinjaman Modal Kepada Usaha
Mikro Kecil dan Menengah Studi Kasus PT.Amartha Mikro

Fintek Kecamatan Sukarami Palembang” bahwa:

1.

Perbedaan margin itu muncul dari investor yang berbeda
dan dari nasabahitu sendiri yang mengikuti peraturan
PT.Amartha Mikro Fintek atau tidak. PT.Aamartha Mikro
Fintek ini sudah menggunakan pembiayaan murabahah dan
telah sesuai dengan ketetapan Dewan Syariah Nasional.
karena ketika nasabah telah memenuhi syarat yang telah
ditentukan oleh PT.Amartha, maka kedua belah pihak telah
membuat kesepakatan dan menerima apapun yang terjadi.
Hasil kajian Hukum Ekonomi Syariah pada PT.Aamrtha
Mikro Fintek, bahwa perusahaan ini menggunakan akad
murabahah, dimana akad murabahah dalam Syarih Islam
yang menetapkan harga produksi dan keuntungan
ditetapkan bersama oleh penjual dan pembeli, sehingga
akad murahabah adalah transparasi penjual kepada
pembeli. Apabila ada perbedaan dalam margin keuntungan
antara nasabah A dan nasabah B itu di perbolehkan,
asalkan sesuai dengan rukun syarat akad murabahah dan
menerima kesepakatan antara kedua belah pihak.

B. Saran

Beberapa saran dari hasil penelitian ini adalah:
1. Bagi pelaku usaha kecil dan menengah agar lebih giat lagi

dalam melakukan usaha tersediri karena sudah banyak
Lembaga Keuangan yang melakukan peminjaman modal
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usaha tanpa jaminan, sehingga pelaku usaha untuk lebih
giat melakukan aktivitas usahanya.

. Untuk para masyarakat agar lebih memperluas dalam
mengembangkan usaha yang ada, untuk menciptakan
lapangan kerja suda lebih mudah dalammengembangkan
usaha sejalan dengan adanya peraturan pemerintah.
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